GUBERNUR KAI;IMAETAN BARAT |
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR % TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNQSI,-SER'TA.

TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1}""_’_ TN
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahtin 2016 tentang =~
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan .
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang S
Perubahan Atas Peraturan - Pemermtah Nomor 187 i
Tahun 2016 tentang Perangkat i Daeiah"'i'_,-:_:
mengamanaikan bahwa Perangkat Daerah yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya  ‘telah dapat-:”:'_" :
dilaksanakan oleh kelompok . jabatan fungsional, . &7
menghapus unit organisasi yang tiigas dan fungsinya =
telah digantikan secara penuh oleh keiompok Jabataﬁ

fungsional; . R _
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) hul uf

b Peraturan Menteri Pendayagunaan. Aparatur Negmaf iy

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1’7 Tahun - 2021 i

Tentang penyetaraan Jabatan Admnustrasz ket
Jabatan Fungsional, mengamanatkan "bahwa R
peyetaraan jabatan dilalcukan pada instansi. Daerah S .
bahwa dalam rangka mewugudkan biI“OkI‘EtSl yang._-,_ﬁ RS T 5
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan. =
efektivitas dan efisiensi guna mendukung ‘kinerja.
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan - B
birokrasi melalui penyetaraan jabatan admimstras:t ke e

dalam jabatan fungsional;

bahwa berdasarkan pertimbangan seba?g*ahnéna}“ R
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu -~
menetapkan Peraturan - Gubernur - tentang - .
Kedudulian, Susunan Organisasi, Tuga.s dem Fungsi, = ..
serta Tata Kerja Badan Penanbgulangan Bencana e

Daerah Prownsz I{ahman‘tan Barat;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara' L

Republik Indonesia Tahun 1945; )
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tént'aﬁg -

Pembentukan Daerah-Daerah  Otoriom - - Provinsi
Kalimantan  Barat, Kalimantan Selatan -dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik:
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 - _"tc’an'tal:ig
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara  Republik: =
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran .

Negara Republik Indonesia Nomor 5494]; |

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . iemanof'- 8
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk'f'_ R
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba_han-__”_'_: L
Lembaran Negara Republik Indonesia’Nomor 558’7)';_ B

sebagaimana telah diubah beberapa: kah dan terakhlr' -
dengan Undang-Undang Nomor 11 “Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Reptlblﬂ{:_'-
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan'--'

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang S
Perangkat Daerah (Lembaran . Negeua ‘Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan =
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588'}’) SR
sechagaimana  telah  diubah dengan Peraturaﬂ'f._'_-'_'_' R
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan' S
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 -
tentang Perangkat Daerah (LetnbaranéNég'éra-'.Répub}ik' R
Indonesia Tahun 2019 Nomor - 187, Tamhahan SO

Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 6402)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 _Tahun 2017_. ’tentax}g iy
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran. Negara = =
Republik Indonesia Takun 2017 Nomor 63; Tamabahan = =
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ~ ~ .
sebagaimana telah diubah dengan = Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan . o o
Atas Peraturan Pemerintah Nomtor 11 Tahun 2017 ‘

tentang Manajemen Pegawai Negeri Slpﬁ (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, |
Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa B

Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap’aratu'r' Nédara_ e
Dan Reformasi Birokrasi Nomor. 17 Tahun 2021
Tentang Penyetaraan Jabatan  Administrasi ke S
Jabatan Fungsional (Berita Negara Repubhk Indonesla-. SR P

Tahun 2021 Nomor 525);
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada =~
instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi .
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor' o
546); -

0 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2016 tentang': -
Pembentukan dan Susunan  Perangkat = Daerah =
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provingi .~ %
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan. | .
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan' Barat Nomor . =
6] sebagaimana telah diubah beberapa kali dan.
teralchir dengan Peraturan Daérah- Nomor 5 Tahun EEE
2021 tentang Perubahan Kedua Atas. Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan =~ . -
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan =~ .
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat = .
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daelah'- S
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ’I‘ENTANG KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA%_'.'-'-'-_é' T
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA o
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : e ._ i : e
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. - SRR R

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemermtahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas -
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya -
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan . Republik  Indonesia . =
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar" Negara Repubhk'_;' Sn
Indonesia Tahun 1945, L e

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai. unsur, 'penyelei‘ig'gai‘gi SRR R
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan’ pememntahan_"'_ R N
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. - . 0 o0 o L

4, Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. ) | ': . e '

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kahmam:an Barat yanof.'_-: SEIER N
selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang penangguiangan bencana daerah dan S
kebakaran. . : -

&
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Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional

dan/atau  kegiatan teknis penunjang pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjan
ketja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji herdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan,

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkajtan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Beficana adalah peristivva atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan
baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia,
kerusakan lingk ungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan
dan tanah longsor.

Beficalia non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
Penyelelggaraan penanggulangan hencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
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Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penye}amatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan - kebutuhan . dasar,

perlindungan, pengurusan pengungsi, peﬂyeiamaian serta _pemuhhan
prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca

bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau ber Jalal'lnya' D
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada_ e

wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan’ sarana
kelembagaan pada wilayah pasca bencana,  baik pada  tingkat

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan'__-_.:_ o
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial: dan budaya tegaknya
hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta msyarakat dalam: '

segala aspek kehidupan bermasayakat pada wilayah pasca bencana o

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik :geoiogls blOlOng,f-’:_f':_ :
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, _:F:kcl‘l()}:'ﬁl sdan

teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu . yang

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapau kes:lapan dan
mengurangl kemampuan untuk menanggapi dampak buz uk bahaya

tertentu,

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang ';'ci'ﬂakukan untukf_]{ B
mengurangi atau menghilangkan resiko - bencana, haik melalmf .

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pahak yan_g
terancain. - S

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang dmmbulkan akzba‘c bencana S

pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu . yang. dapat berupa o
kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,: mengungm PR arR ey it
kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan keglatan masyaral{at

Bantuan darurat bencana adalah upava memberlkan ba.ntuan Untuk':_jf i o Er

memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. _ _
Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang chtetapkan

oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rek()lnenclam'j:-"-:_ ol

Badan vyang diberi tugas untuk menanggulargi bencana.:

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang ter paksa a’i:au dlpaksa S e
keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka Wak‘i:u yang be}um pastj R T

sebagai akibat dampak buruk bencana.

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderlta. atau'-' |
meninggal dunia akibat bencana. '

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan ch bawa_h dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
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BAB lit
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasalld

BPBD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di
bidang penanggulangan hencana daerah dan kebakaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

perumusan program kerja di bidang penang.culangan bencana daerah dan
kebakaran,; '

perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan k esiapsiagaan,
kedaruratan dan logistilk, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi, komando, penanggulangan bencana dan
kebakaran secara terintegrasi pada pra, tanggap darurat, dan pasca
bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan
rekonstruksi;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan
rekonstrulk si;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistern Ak untabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPBD;

pelaksanaan administrasi di lingkungan BPBD; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan vang diberikan oleh
Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1} Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a. Kepala Badan;

FHARD BERA > ASIRTEN 1 SRITTA
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Sekretariat;
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
Bidang Kedaruratan dan Logistik;

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
Unit Pelaksana Teknis; dan

e oa e g

Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
memplnyai tlgas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
BPBD di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Badan mempunyai fungsi :

a.

ta

penetapan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedarUratan dan logistik, serta rehabilitasi dan 1‘ekons;tru1§si;

perumusan kebijakan di bidang pehecegahan __.dan' kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi; -

pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pencegahan . dan
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi = dan
rekonstruksi : '

pembinaan dan mengarabhkan kegiatan di bidang ﬁeﬁéégahén: dan o

kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, _'siei"’ta 'rehabﬁitaSi - dam :
rekonstruksi; '

penyelenggarasn kegiatan di bidang pencegahan dan kemap&agaan

kedaruratan dan logistik, serta- rehabﬂltasz dan rekonstruksz sesua:g E

ketentuan peraturan perundang- undangan

pengawasan terhadap pelaksanasn tugas dan fi ngm da lmgkungan BPBE

pelaksanaan monitoring dan evaliiasi. penyelenggaraan zeformas1 b1r0kras1 iy

Sistem Akuntabilitas Kinerja Thstansi Pemeﬂﬂtah (SAKIP) dan _pe}ayan_ar_l”_ e
publik di lingkungan BPBD; L SRR T

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penye}enggaraan keglatan (31 S
bidang pencegahan dan kesmpszagaan kedaruratan d:—m Ioglstlk serta'_?' Ei R

rehabilitasi dan rekopstrulesi e e
HARO PEIRARGH AT DAERAT &SE&?.««P?E : 53'}&“& i el
HURUM . PEWTRAIARSA - BTSN SRR
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i pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur 'BEYRE‘QEQﬁ .d'@ﬁgéh
perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan
bencana daerah dan kebakaran yang diberikan oleh Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempUnyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan dan administrasi di lingkungan BPBD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta kelUangan dan aset;

c. pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

d. pembeTian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta
keuangan dan aset di lingkungan BPBD;

e. penyelalasan dan kompilasi penyUsunan Tencana kerja di lingkungan
BPBD sesuai ketentUan peraturan perundang-undangan;

f penyelenggaraan ufusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatu?, serta keuangan dan aset di
lingkungan BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pelapofan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkUngan
BPBD;

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
Sekretaliat;

i. pemberian salan dan pertimbangan kepada Kepala Badan bherkenaan
dengan tugas dan fungsi di bid lang kesekretariatan; .

‘ HARD PRRABGHAT RATRAH ASISTEN 1 SEK};A
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan BPBD; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian
Umum dan Aparatur.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat
(1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang
umum dan aparatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusiinan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
umum dan aparatur di lingkungan BPBD;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan aparaiur;

pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang umum dan aparatur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarn;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Umum dan Aparatur;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan
oleh selaretaris.
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Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksiid dalam Pasal 5
ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada ch bawah :
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas meﬁyiapkan bahan'. RN RUE RS :

dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan ke&apszaga.arl-

bencana, serta bertanggungjawab memimpin seluruh keg1atan pe}ayamn d{m“ RE I i

administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud: dalam Pasai 15 Bidang SREE

Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Ke&apsmgaaﬂ

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldang pencegahan'_f__._:_'- Rt

dan kesiapsiagaan bencana;

c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana; . :

d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tuggas'_:dan' fi,mgsldl S 1 ._ |
bidang pencegahan dan Kkesiapsiagaan bencana _sesuai : kétén‘iiuan SR

peraturan perundang-undangan;

e. penyelenggaraan urusan di bidang pencegahan dan kemapsmagaan bencama* N

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangar;

f.  penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adn:iinisti*ési d1 bldang._ .__-
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuam peraturan

perundang-undangan;

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dl blﬂaﬂg'_ Sh R

pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkemaan ;
dengan tugas dan fungsi di bidang penceﬂahan dm} keszapsaagaan R

bencana;dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan d1 bldang:_: ’
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuaﬁ peraturm

perundang-undangan.
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Bagian Keenam

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasgal 17

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud délazn. Pasal 5 ayat
(1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah d'ar_l'
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. :

Pagal 18

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan ‘bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logiStik '-bericana'
serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik. '

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bn:iang' .
Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Kedaruratan dan Loglsitﬁ{,

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldang kedarurata.n_- |
dan logistik bencana; -

¢. penyelenggaraan urusan di bidang kedaruratan dan 30g1&>‘f1k bencana_ -

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi' di Bidaﬂg: -

kedaruratan dan logistik bencana sesuai ketentuan peraturan perundang—~--- -
undangan;

e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidaﬂg kedaruratan dan -
logistik bencana; . _

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm c&' 3

bidang kedaruratan dan logistik bencana sesuai kete:ntuaﬁ pe:t aturan W

perundang-undangan;

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaam T.uﬁ‘as (ﬁh bldang
kedaruratan dan logistik bencana; ' o

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepaia Badan | berkenaan .
dengan tugas dan fungsi di bidang kedaruratan dan logistik bencana cian R

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di- bidang S

kedaruratan dan logistik bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-:
undangan,
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Bagian Ketujuh

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seocrang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Rehabilitasi dan Rek onsiruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
penanggulangan bencesna, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi & bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonsﬁ"uks’i _

b. penyiapsin hahan dan perumusan kebijakan teknis di bldang rehablhtasi
dan rekonstruksi penanggulangan bencana;

c. penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi dan rekoﬁStrukSi"'

penanggulangan bencana sesuai ketentuan peratura_n' perundang—'.
undangan; '

d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di  bidang

rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangar;

e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang 1ehab1hta31 dan'-
rekonstruksi penanggulangan bencana;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan ftmgsi - d1 R

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;,

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bzdang SR |

rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;

h. pemberian saran dan periimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
penanggulangan bencana, dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Ba;dan di ‘bidang

rehabilitasi dan rekonsiruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangarn.
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Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

{1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operaszonal _
atau kegiatan teknis penunjang BPBD.

{(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipi_mpi_n_- 'oleh’ e L
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada .

Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasgal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerjé )
Unit Pelaksana Telmis pada BPBD ditetapkan dengan Peramran Gubemuz g
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - : :

Bagian Kesembilan _
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional’

Pasal2s

(1) Kelompok dJabatan fungsional sebagaimana dimaksud @ dalam’ PaSal_"' 5
ayat (1) huwuf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan . jabaté;n o
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaiian deﬂgan' o
pelayanan telkmis fungsional. '

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dﬂalaul{aﬁ "
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan - dari kementerlan o
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ' '

(3} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada. | 'éyai ' (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara Iangsung kepada
Pejabat Admiinistrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyétafaéﬁ SR

dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jaba‘tan'
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Komdmator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungs; tertentu’ yang'
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang -
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan’ yang -

mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Ja‘bata,n .

Fungsional.

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas ftambahari serta

pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator: Kelompolk .
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada -ayat (_ ), “diatur - lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan_
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional yang - diangkat  ~ melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertaﬂggung Jawab__. Sl
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan nggi Pratama, Pejabat:_,-.f_.- S
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang mermiliki kete1 kaltan dengan -

pelak sanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan Jen Jangnya sesua:zf_.'
ketentuan peraturan perundang-undangan. '

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dnnal«:sud pada ayat (1) - o
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan_ '_ R
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perund:mg—j N o

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dltetapkan sesuai 1<ete11t11an"_ R

peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan

dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme péiiyetéraan-"'_:--""-f'.-
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang didudukis

sebelumnya sampai dengan ditetapkannya . ketentuan peratul an T

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasﬂan Penyetaraan'?f-

Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan dldudukl disetarakan_i-_-

dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki- sebelumnya sam;aai CRN SR EE e
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan S e
Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan ' diduduki sebagalmana':__ Tl
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih' tinggl, kelas
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti p&ratulan pel undanga:-; L

undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsmnai tersebut

BAB IV
KEPEGAWAIJAN

Pasal 28

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh C‘rﬁbemur dam Peg"awaiﬁASNi : i
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan pez undang—f:-*”

undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dlangkai dari- Pegawal ASN 3'_-': aeas
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan fperaturan pe1 undang~ R

undangar.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BPBD memperhaukmq syarat 3}§ D
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang—undaﬁgan S E
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, - _masa Jabatan bag1 o
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan_ ST

peraturan perundang-undangan.
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Formasi Pegawai ASN di lingkungan BPBD disusun sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampal dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birolarasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} merupakan pelimpahan sebagian kewenangan

yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana -

dimalksud pada ayat {1} diberikan nilai Angka Kredit 25% {dua puluh lima
persen} dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, =

yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi fugas pokok dan
pengembangan profesi.

BABV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja
Pasal 30

Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memirripin' i’rie'rribina ;

mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petun juk kerja -

kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi ~dan

sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD maupun antar Perangkat Daerah o -

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fuhgs’i pengawasan L B
di lingkungan BPBD dan mengambil langkah-langkah yang diperiukan -

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang- - .

undangan.
Bagian Kedua
Laporan

Pasal 31

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan

memberikan penjelasan kepada Gubernur meldlui Sekretaris Daerah .

perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Badan wajb menyampaikan Laporan Kinerja kebada Gub'emur. :

melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun ‘sesuai

ketentuan peraturan per undang-undangan

HARD FERANGHAT DARRAM ASITEN | SEEDA
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Setiap Pejabat di lingkungan BPBD wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
maslng sesual dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32
Pelaksanaan program befdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan proglam berdasarkall tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal3ld

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernut melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
ofganisasi meMberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi BPBD sesUai ketentlan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi BPBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal34

Pada saal Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN vyang

melaksanakan tugas pada BPBD tetap melaksanakan tugasnya sepanjang
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
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BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 127},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2016
tentang K edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 103), dicabut dan
dinyatakan tidak berlalu.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal ‘o Sum el

%, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{

.._.._ :/ )

o SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

e

AL. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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